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Mengingat

BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI

NOMOR : B/Jy2/1.02/HK/MSJ/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MESUJI TIMUR
DI DESA MUARA MAS KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI

A

BUPATI MESUJI,

bahwa untult menindaklanjuti terbitnya Surat
Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/ 142/ 1.02/ HK/
MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/
Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/
TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurif a tersebut diatas perlu ditetapkan
keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional
Penyelengearaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Negeri 12 Mesuji Timur Di Desa Muara Mas Kecamatan
Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nesional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen,; .
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahun Daerah sebagaimana telah diuban
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor )
Tahun 20!5 tentang Perubahan Kedus Atas Urdang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemeriniahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran serta Masyaraknt dalam Pendidikan Nasional;
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Memperhatikan

Menectapkan

KESATU

10.Peraturan Pemerintali Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendldikan sebagaimana telah diubnh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-® 2013
tentang perubahan atas Peraturan pemrintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Stnndar Naslonal Pendidlkan;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

12, Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perdidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Prerundang-
undangan; '

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun’2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah ;

17.Peratuaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomo 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesujji;

18.Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fokok dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

2, Keputusan Meateri Pendidikan Nasional Nomor
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah; .

3. Keputusan Bupati  Mesuji  Nomor: B/142/1.02/
HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor
Urut/Nomenklatur 3atuan Pendidikan Sekolah MNegeri
PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TEINTANG PENETAPAN IZIN

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MESUJI TIMUR DI DESA
MUARA MAS KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN

MFESUJI

: Menetapkan [zin Opernsional Penyelenggarnan  Satuan

Pendidikan Sekolnh Dasar Negeri 12 Mesuji Timur di Desa
Muare Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

Dipindai dengan CamScanner



KETIGA

KEEMPAT

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dalam hal pengelolaan dan penyclenggarann
Pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinns
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesujl.

: Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan [ni

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur leblh
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Mesuji gesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuar. apabila dikemudian hari terdapal
kekeliruan dalam Keputusan ini akan dladakan perbailkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di N;[lcau,jl .
pada tanggal (%

Qmm 2017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

o0 kL0~

Arsip

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

Aubernur Lampung;

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuli;
Dinas Perputakaan Dan Arsip Dacrah Kabupaten Mesuji;

Masing-Masing Yang Bersangkutan;
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NOMOR : 803.644/ 1) NMDIV.1U/MSJ/2018
BUPATI MESUJI

Bahwa sellap orang pribadi / badan hukum yang ahan mendidkan bangunan harus memitiki AN
dan Pemerintah Kabupalen Mesu|l dalam rangha memenuhl persysratan hesslamatan Bagl yang
menempat! bangunan tersebut,

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Bangunan ﬂlﬂﬂﬂﬁ'

1.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesul di Provinsl

mpung;
3.Updang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemwrintal Dasrah Bebagalmana (elah diubah
beberapa kall berakhir dengan Undang Undang 9 Tahun 2018 tantang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian IMD;
8.Peraturan Menterl Pekerjsan Umum dan Perunahan Rakyst Rl Nomor OMPRTIM2018 tenlang
izln Mendirikan Bangunan Osdung;
€, Peraturan Dasrah Kabupaten Mesujl Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribus! Perltinan Tertentu;
7. Peraturan Dasrah Kabupaten Mesul Nomor 04 Tahun 2018 tentang Lein Mendirikan Bangunan;
8.Persturan Bupail Mesujl Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelimpanan Kewenangan Bidang
Pertzinan mm-mrw Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bangunan | IMB ).
120 Nevember 2017

Totl tl, 8.Pd
: MWMﬁI Mesu]i
Desa Muars Mas

. | I.
1. Bangunan tersabut menggunakan bahan-bahan '
a. Lantal . Keramik =

3. Latak bangunan s#lyy
‘dalam pekarangan;

4, Pemegang Luin diwajibkauay ] parlindungan;

8. Pamogang lrin harus membual Brainesi ran alr disesualkan dengan situasl bangunan;

8, :L'huwl .I'l.l'lluk bangunan industrd harus dilenghapl dengan bangunan pengelolasn limbah sssual

ngan keadaan;

T. lzin dapat dicabut kemball / dibatalkan apablla persyaratan tersabul tidak dapat dipenuhl, fungsl
bangunan tidak sesual lagl dengan lzin yang diberikan, lzin yang dikeluarkan didasarkan alas
keterangan yang lidak benar;

B. Gatlap akan diadakan parubahan dan atau periuasan bangunsn agar melaporkan kepada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Mesujl melalul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Masu|L ) ' , '

Ketontuanpidana : :

Wajibretribual yang tidak melaksanakan kews/lbannys sehingga merugihan keuangan daerah disncam pidana

kuryngan selama-damanya § (enam) bulanatau denda shba a Rp, $.000.000,- (lima Juta ruplah),

Surallzin Inl dapat dicabut kemball apabla kete n yang telah ditetaphkan tidak

dilaksanakan sebagalmana mestinya.

Surat IMO Inl berdaku terhitung sejak tanggal dikehuarian.

. Dikatuarkan di : Mowul
{4y ALA DINAB PENANAMAN

{+ '~ ... .DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
'..my_ujrm MESUJ

e
\_I L,
i
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